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ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem informasi yang
berbasis elekronik juga sangat dibutuhkan demi memudahkan masyrakat dalam
mengakses segala kebutuhanya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang
perkawinan adalah kartu nikah digital, kartu nikah merupakan dokumen
perkawinan yang berbentuk kartu. Kartu nikah memiliki fungsi sebagai bukti dan
dokumen tambahan. Ketika kedua pasangan kehilangan buku nikah sebagai bukti
autentik perkawinan, Kedua pasangan masih memiliki kartu nikah. Pengadilan
Agama ketika menemukan pasangan yang kehilangan buku nikah dan ingin
mengajukan percerai di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan meminta akta
perkawinan, dan untuk mendapatkan akta perkawinan kedua pasangan akan
mengurus kembali ke KUA untuk mendapatkan akta tersebut. Berdasarkan hal ini
peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat
pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Metode analisis data yang
digunkaana adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan
data wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data skunder.

Hasil penelitian ini menunjukakan Kartu nikah boleh dijadikan sebagai syarat
pengajuan perkara percerain di Pengadilan Agama. Adapun alasan diperbolehkannya
adalah karena kartu nikah diijtihadkan sebagai buku nikah yang mana keduanya merupakan
bukti autentik bahwasanya kedua pasangan suami istri telah melakukan perkawinan dan
perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara Negara
maupun Hukum Islam.

Kata Kunci: Teknologi,Pencatatan Perkawinan, SIMKAH, Kartu Nikah Digital



ABSTRACT

Along with the rapid development of technology, an electronic-based information
system is also needed to facilitate the community in accessing all their needs. One
form of technological progress in the field of marriage is a digital marriage card, a
marriage card is a card-shaped marriage document. The marriage card has a
function as evidence and additional documents. When both spouses lose the
marriage book as authentic evidence of marriage, both spouses still have a marriage
card. When the Religious Court finds a couple who have lost their marriage book
and want to file for divorce at the Religious Court, the Religious Court will ask for
a marriage certificate, and to get a marriage certificate the two spouses will take
care of returning to the KUA to get the certificate. Based on this, the researcher
wants to further examine the legality of the marriage card as a condition for filing
a divorce case in the Religious Court.

In this research, the type of research used is field research using normatife and
juridical approaches. The data analysis method used is descriptive analysis using
the data collection method of interviews as primary data and documentation as
secondary data.

The results of this study indicate that the marriage card can be used as a condition
for filing a divorce case in the Religious Court. The reason it is allowed is because
the marriage card is judged as a marriage book, both of which are authentic
evidence that the two husband and wife have married and the marriage carried out
by the two couples is valid and recognized by the State and Islamic Law.

Keywords: Technology, Marriage Registration, SIMKAH, Digital Nikah Card
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan

dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ B be

< Ta’ i te

& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim je

C Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ KH ka dan ha

> Dal d de

5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R er

J Zai z zet

o Sin S es

S Syin Sy es danye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
o Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ I, te (dengan titik di bawah
L Za’ 4 zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ayn ’ koma terbalik di atas

¢ Gayn G fe

. Fa’ F ef

Qaf Q qi
4 Kaf K ka




J Lam L el
¢ Mim M em
o Nun N en
3 Waw W we
» Ha’ H ha
5 Hamzah ’ Apostrof
< Ya N7 ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:
5deit ditulis muta’addidah
e ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
e ditulis hikmah
il ditulis fillah
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al ” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
Vs ditulis Karamah al-Auliyaa’
3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah

ditulis h.

S 3 ditulis Zakah al-Figr




D. Vokal Pendek

F.

e Fathah ditulis a
Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif a
. ditulis o
Ol Istihsan
Fathah + ya’mati 4 a
ditulis .
=l Unsa
Kasrah + ya’ mati - 1
ditulis o
3lskal) al-‘Alwani
Dammah + wawu B
mati ditulis
pske ‘Ulim
Vokal Rangkap
Fathah + ya’mati [ | ai
. ditulis -
s Gairihim
Fathah + wawu
. e au
matl ditulis
Jsd Qaul
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
e ditulis a’antum
el ditulis Ditulis u’iddat
£ oY ditulis la’in syakartum

Xi




H. Kata Sandang Alif-Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oL ditulis al-Quran

oA ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

L) ditulis ar-Risalah

L) ditulis an-Nisa’

G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

S ol ditulis Ditulis Ahl ar-Rayi

) Jal ditulis Ahl as-Sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat,
mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan dapat diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang yang

semulanya terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan
bermitra.! Sedangkan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.? Sedangkan menurut KHI Pasal
2 yang berbunyi “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan
ibadah”. Adapun tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawadah, dan rahmah.?

Secara nash tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang
sakinah mawadah war-rahmat, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam

Qur’an Surah Ar Rum (30): 21 yang berbunyi: 4

Gagg B350 oSy o g Ll 15K Lyl (Ski) n (oS 3l OF il g

! Khoirudin Nasutiuon, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2013), Him. 20.

2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3.

4 Ar-Rum (30): 21



Mawadah di artikan sebagai sifat yang kejam, kejam yang dimaksud adalah
tidak rela pasangannya hidupnya disentuh oleh suatu yang buruk bahkan dia
bersedia menampung segala keburukan yang dialami oleh pasangannya dan
mengorbankan diri demi kekasihnya. Sementara rahmat yang dimaksud adalah
lahirnya anak atau kehidupan pasangan suami istri yang mencapai usia lanjut.®

Untuk sahnya perkawinan, perkawinan perlu dicatatakan terlebih dahulu di
Kantor Urusan Agama atau Dukcapil sesuai dengan agama yang dianutnya.
Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian perkawaninan
yang ditulis oleh pegawai pencatatat perkawinan setelah melangsungkan akad
nikah.® Tujuan adanya pencatatan perkawinan agar terjaminnya ketertiban
perkawinan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat
oleh pegawai pencatatan perkawinan.’

Walaupun pencatatan perkawinan hanya sebatas untuk pengadministrasian,
pencatatan perkawinan sangatlah penting untuk dilakukan oleh kedua mempelai
agar mendapatkan bukti nikah sebagai bukti yang autentik bahwasanya kedua
pasangan tersebut telah melangsukan perkawinan dan disahkan secara agama

maupun secara Negara. Dengan adanya buku nikah atau akta nikah dapat

5> M. Qurraish Shibab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”,

(Tanggerang Selatan: Lentera Hati, 2005), Cet-4, Jilid 11, HIm 36.

® Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1

Ayat 1.

7 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), Cet — 1, him.

337.



membuktikan keturunan yang dihasilakan oleh kedua pasangan tersebut ketika

menikah.®
Pelaksanan pencatatan pernikahan dibuktikan dengan adanya buku nikah

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bagi agama islam dan akta nikah
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi agama
selain agama islam. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannnya
menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan
Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakuakan oleh
pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan

perkawinan.®

Berdasarkan pembagain lokasi pencatatan perkawinan, maka KUA

mengeluarkan buku nikah terhadap perkawinan yang dicatatkan bagi calon

8 Jjai Abdul Kodir Ghani, S.H dengan judul “Efektifivitas dan Maslahat Kebijakan
Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), him 3.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2



pengantin yang beragama Islam sedangkan akta perkawinan dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi perkawinan yang dicatatkan
selain agama islam. Buku nikah diterima langsung oleh kedua pasangan selesai
melaksanakan akad nikah, sedangkan akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah beberapa hari melaksanakan
upacara perkawinan.

Adapun Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat
2 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang
berlaku.

dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “agar

terjaminya ketertiban perkawinan bagi masyrakat islam setiap perkawinan

harus dicatat”.

Seiring kemajuanya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat,
termasuk di bidang perkawinan, sistem informasi yang berbasis elektronik juga
sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan masyrakat agar bisa mengakses
segala macam bentuk informasi sebagai sarana dalam menyeselesaikan

pekerjaan atau permasalahan dengan mudah dan cepat. Teknologi dan informasi

10 Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependududkan
dan Pencatatan Sipil”, Jurnal VYAVAHARA DUTA, VOL. 14, No.2, (September 2019), HIm 85.



dapat digunakan sebagai penunjang dalam sistem oprasional dan menejarial dari
berbagai macam kegiatan yang ada di institusi.*!

Salah satu bentuk kemajuan teknologi dan informasi dibidang perkawinan
adalah Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi
Menejemen Nikah (SIMKAH) adalah salah satu program aplikasi tentang
pengadministrasian pencatatan perkawinan yang dapat diakses melalui
computer yang berbentuk windows yang berguna mengumpulkan data-data
nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia
yang dilakukan secara online. Data yang terinput di SIMKAH akan secara
otomatis tersimpan dengan aman di kantor Urusan Agama setempat, yang
mencangkup Kabupaten/Kota wilayah Provinsi seluruh Indonesia.!?

Sistem informasi menejemen nikah (SIMKAH) pertama Kkali diterapkan
pada tahun 2013 yang diikuti oleh intruksi Direktor Jenderal Bimbingan
Masyrakat Islam Nomor DJ.11/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas dan Kkinerja
pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana pada tahun 2007

masih menggunakan sistem pencatatan manual.”®> Hal ini tertera dalam

11 Tjai Abdul Kodir Ghani, S.H, “Efektifivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu
Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”,
Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), HIm 1.

12 Septiayu Restu Wulandari, dan Fakhri Ramdhani Fairuzy, “Legalitas Kartu Nikah
Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi”, Jurnal ULIL ALBAB: IImiah Multidiplin, Vol.1, No.7,
(Juni 2022), HIm 7.

13 Deni Ahmad Nurudin, “Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi
Manajemen Nikah) Web/Online Sebagai Pengembangan Mutu Pelayanan Administrasi



Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang
berbunyi “pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan
mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”.'*

Seiring perkembangan inovasi dan zaman, berdasarkan Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Percatatan Pernikahan, sehingga pada
tahun 2019 muncul inovasi baru tentang SIMKAH sebagai aplikasi pengelola
administrasi nikah yang berbasis elektronik dan dilakukan secara online, hal ini
terjadi karena terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Percatatan Pernikahan.t®

Program SIMKAH Web dianggap perlu untuk dilaksankan demi
meningkatkan kualitas Kantor Urusan Agama (KUA), karena dengan adanya
program ini diharapkan pelayanan KUA lebih efektif dan efisiensi waktu
sehingga dalam penanganan masyrakat dapat dilakukan dengan mudah.
SIMKAH merupakan jawaban dari segala bentuk permasalahan mengenai
pencatatan perkawinan. Penggunaan jaringan internet pada program SIMKAH
dipandang sebagai cara yang cepat, tepat, dan aman, Karena penyajian data

yang dilakukan secara akurat dan disajikan dengan rapi yang dapat

Perkawinan (Studi di Deskriptif di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)”, Skripsi
IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023), HIm 2.

14 peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal
5 Ayat 2.

1% Vina Gracenia dan Titi Darmi, “Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan", JP”’T (Journal Of Public Sector Innovations),
Vol.7, No.1, (November 2022), him 2.



mempermudah masyrakat untuk mengakses segala bentuk informasi yang
dibutuhkan.®

Kartu nikah adalah dokumen pencatan perkawinan nikah dalam bentuk
kartu.}” Kartu nikah memiliki QR code yang berisi mengenai informasi data
yang tertera didalam buku nikah, meliputi nama pasangan suami dan istri,
nomor buku nikah, nomor KTP, tempat dan waktu pelaksanaan nikah. Data ini
secara langsung terhubung dengan SIMKAH Web serta telah terkait dengan
Sistem Informasi Admistrasi Kependudukan secara nasional, hal ini tentu
memudahkan masyrakat untuk mengakses layanan KUA dimana saja.'®

Kini kartu nikah telah berinovasi ke bentuk digital yang sebelumnya
berbentuk fisik, hal ini berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen
Bimas Islam No B-2361/Dt.III.1I/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu
Nikah Digital. Penggunaan kartu nikah fisik mulai diberhentikan per Agustus
2021, sebagai gantinnya Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah berbasis

digital.*®

16 Rizel Juneldi dan Ramadani Wahyu Sururie, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinanggor Kabupaten Sumedang”, AL-Ahwal Al-
Syakhsiyyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 (September 2020), him. 180.

17 peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1
Ayat 11.

18 Zakiyatul Ulya, “Penertbitan Kartu Nikah di Ear Digital Persepektif Maslahah”, ADHKI:
Journal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1 (Juni 2019), him. 99.

19 Rendi, “Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik”,
https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx,
akses 12 Oktober 2023.



https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx

Legalitas kartu nikah sendiri dapat memberikan perlindungan hukum
terhadap perkawinan yang dilakukan, selain perlindungan hukum, kartu nikah
dapat mengakui status perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami
dan istri. Diberikan perlindungan hukum ketika kedua pasangan menerbitkan
dokumen otentik atau bukti hukum yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan
perkawinan. Adanya bukti perkawinan dapat membuat kedua pasangan diakui
oleh Negara.?°

Ketika kedua Pasangan menikah, pasangan tersebut diberikan buku nikah
dan kartu nikah sebagai dokumen tambahan dan bukti pedamping.?* Apabila
kedua pasangan kehilangan buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan,
Kedua pasangan masih memiliki kartu nikah. Pengadilan Agama ketika
menemukan pasangan yang kehilangan buku nikah dan ingin mengajukan
percerai di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan meminta akta
perkawinan, dan untuk mendapatkan akta perkawinan kedua pasangan akan
mengurus kembali ke KUA untuk mendapatkan akta tersebut.

Hal ini tentu saja masih berpotensi untuk menjadi masalah dibingungkan
apakah kartu nikah bisa berperan sebagai buku nikah dalam mengajukan syarat

pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apalagi kartu nikah dapat

20 Alya Hasna, “Efektifitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas
Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”, Skripsi UIN PROF.K.H. Saifudin
Zuhri Purwokerto, (2022), HIm 89.

21 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 21 Ayat 1



memberikan perlindungan hukum dan dapat mengakui status perkawinan yang
dilakukan oleh kedua pasang suami dan istri. 22

Pandangan hakim sangat mempengaruhi terhadap suatu permasalahan yang
masih dibingungkan oleh masyrakat, karena hakim memiliki tanggung jawab
dalam menafsirkan hukum-hukum yang masih dibingungkan. Penafsiran yang
dilakukan oleh hakim merupakan suatu penjelasanan yang harus tertuju kepada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyrakat mengenai peraturan hukum
terhadap peristiwa yang belum pasti.?®

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti hakim yang lebih
berpengalaman, bukan hanya seberapa lama hakim itu menjabat sebagai hakim.
Pengadilan Agama Bantul memiliki 2 (dua) Hakim yang pernah bekerja di
Mahkama Agung di bandingkan Pengadilan Agama Lainnya yang berada di
wilayah Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti lebih
lanjut dan menyajikanya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG KARTU NIKAH
SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA BANTUL”

B. Rumus Masalah

Berdasakan latar belakang masalah yang telah terpaparkan diatas, maka

rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

22 Alya Hasna, “Efektifitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas
Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”, Skripsi UIN PROF.K.H. Saifudin
Zuhri Purwokerto, (2022), Him 89.

23 Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan
Hakim”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 1, No 2, (November 2017), HIm 193
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1. Bagaimana legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara percerain
menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul?

2. Bagaimana pandangan hakim pengadailan Agama Bantul tentang kartu
nikah dalam persepektif Magashid asy-Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Rumus Masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti. Adapun

tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelasakan pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap
kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara percerain.

2. Untuk menjelasakan bagaimana pandangan hakim pengadailan Agama

Bantul tentang kartu nikah dalam persepektif Magashid asy-Syariah.

Adapun manfaat atau kegunan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna
baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membatu mengembangnkan ilmu
pengatahuan serta menambah bahan refrensi terutama dalam bidang
pencatatan perkawinan.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
kepada peneliti serta masyrakat terkait kartu nikah. Penelitian ini juga

diharapkan menjadi bahan lanjutan dengan tema yang sama.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, telaah pustaka sangat penting
untuk ditelaah untuk memberikan gambaran mengenai kartu nikah dan
mengatahui persamaan dan perbedan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya, penulis telah menelusuri dan menelaah beberapa penelitian —
penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini guna untuk menghidari plagiasi.
Adapun penelitian-penelitian seelumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh ljai Abdul Kodir Ghani, S.H dengan judul
“Efektifivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”.2*
Tesis ini menjelaskan tentang tingkat keefektivitas dan maslahahah program
kartu nikah, adapun tingkat keefektivitasan dari kartu nikah di KUA Kec.
Depok sudah berhasil dan berjalan sesuai perencanaan. Tingkat efektivitas ini
juga didukung oleh pegawai yang ada di KUA Kec. Depok yang mampu
membagi sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai sehingga mampu
dikerjakan dan bertanggung jawab terhadap program kartu nikah. ljai Abdul
Kodir Ghani melanjutkan jika dilihat dari konsep maslahat dan magashid
syari’ah, sangatlah jelas kartu nikah merupakan bentuk pencatatan perkawinan
terbaru yang inovatif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap

perkawinan dan anak-anak yang akan dilahirkan nantinnya.

24 Tjai Abdul Kodir Ghani, S.H, “Efektifivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu
Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, Tesis
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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Kedua, Skripsi yang ditulis olenh Alfin Indra Sahputra dengan judul
“Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri
Agama No 20 Tahun 2019 Tengtang Pencatatan Pernikahan (Studi kasus di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madium).?® Skripsi ini
menjelasakan tentang implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan,
dalam pelaksanaan di KUA Jiwan terdapat Pasal yang tidak dilaksanakan
dengan baik yaitu pada Pasal 45 PMA yang berhubungan dengan pengarsipan
dokumen. Sedangkan ada Pasal yang tidak dapat terlaksana yaitu Pasal 35 Ayat
(2) dan Pasal 8 Ayat (2) yang berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana
dalam penunjangan pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Zakiyatul Ulya dengan judul “Penerbitan
Kartu Nikah di Era Digital Persepektif Maslahah”.?® Jurnal ini menjelasakan
tentang penerbitan kartu nikah yang menimbulkan polemik dikalangan
masyrakat, terutama mengenai Urgensi diterbikanya kartu tersebut. Ada
beberapa kalangan yang menilai penerbitan kartu nikah bedampak positif dalam
menghadapi era digital. Zakiyatul Ulya melanjutkan eksitensi dari kartu nikah
sediri dapat dikategorikan kedalam maslahah mursalah karena tidak didukung

atau ditolak oleh dali syara’.

25 Alfin Indra Sahputra, “Tinjaun Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan
Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tengtang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madium)”, Skripsi_IAIN Ponorogo (2022).

26 7akiyatul Ulya, “Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Maaslahah”, ADHKI:
Journal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019).
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Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Alila Zahira Kususma, Achmad
Syarifuddin, dan Hasril Atieq Pohan dengan judul “Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di
KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”.?” Jurnal ini menjelaskan tentang
penerapan SIMKAH yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ilir Barat meliputi: teknologi yang memadai mulai dari computer, mesin
percetakan, serta pemasangan wi-fi yang dapat membantu dalam proses
pengaksesan data informasi peserta nikah. Daya tangkap yang sangat cepat
dalam merespon setiap keluhan yang ada dan memberikan solusi terhadap
keluhan tersebut.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Raafilia Khairunnisa dan Ramadan Fawzi
dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20
Tahun 2019 Tengtang Pencatatan Pernikahan”.?® Jurnal ini menjelasakan
tentang pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini terjadi karena pencatatan
perkawinan telah diatur dalam UU, KHI, dan PMA yang berlaku pada saat ini.
Bahkan pencatatan perkawinan menjadi syarat wajib administrasi pernikahan.

Berdasarkan telah pustaka diatas, peneliti sebelumnya tidak pernah meneliti
mengenai kartu nikah sebagai syarat pengajuan percerai di Pengadilan Agama,

hal ini lah yang memnedakan dengan penelitian sebelumnya, penelitian

27 Alila Zahira Kusuma, Achamad Syarifuddin, dan Hasril Atieq Pohan, “Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA
KECAMATAN Ilir Baarat I Kota Palembang”, Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi, VVol. 2 No.
2 (Juni 2023).

28 Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi
Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tengtang Pencatatan Perkawinan”, Jurnal Riset Hukum Keluarga
Islam (JRHKI), Vol. 2 No. 1 (Juli 2022).
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sebelumnya lebih condongan kearah efektivitas dari kartu nikahnya sendiri.
Berdasarkan hal ini lah yang kemudian peneliti ingin meneliti lebih lanjut
mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan percerai di Pengadilan
Agama.
E. Kerangka Teoretik
1. Teori Magashid asy-Syariah
Al- Magashid asy-Syariah merupakan jamak dari kata Al-Magsid yang
berarti tujuan atau tujuan-tujuan syariat, yang dalam ilmu fikih, pembahasan
Magashid asy-Syariah bertujuan untuk untuk mengatahui tujuan-tujuan
yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum.
Ulama usul fikih mendefenisiskan Magashid asy-Syariah dengan arti
makna atau tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu
hukum bagi keselamatan umat manusia.?®
Menurut Al-Syatibi, tujuan ditetapkan hukum islam pada dasarnya ada
dua tujuan, yaitu:
a. Tujuan yang dimaksudkan oleh tuhan (Syari) yang dikategorikan
kedalam 4 (empat) tujuan, yaitu
1. Ketika tuhan menetapkan hukum sejak awal, yaitu hukum yang
ditetapkan oleh tuhan untuk kemasalhatan hamba-Nya di dunia

maupun diakhirat;

29 Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), Jilid 4,
HIm 1008.
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2. Tujuan yang dilihat dari segi supaya bisa dipahami ketika
menetapkanya;

3. Hukum harus sesuai dengan kepentingan mukallaf;

4. Tujuan yang ketika mukallaf untuk memulai melakukannya.

b. Tujuan yang diimpikan oleh mukallaf.®

Al- Syatibi membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:
a. Kemaslahatan Daririyyah (primer)

Daruriyyah adalah kepentingan manusia yang mesti dipenuhi yang
berkaitan dengan kemaslahatan, baik dunia dan agama. Jika
mengabaikan kemaslahatan dharuriyah akan mengakibatkan kematian
atau ketidak selamatan di akhirat. Memelihara dharuriyah melalui dua
hal:

1. Melaksanakan/ menegakkan dasar-dasarnya dengan
mewujudkannya;
2. Menghindarkan apa yang memungkinan menyebabkan hilangnya
kepentingan mendasar.3!
b. Kemaslahatan hajiyyah (Sekunder)

Kemasalhatan hajiyyah tidak sepenting kemasalahatan dharuriyah.

Kemasalahatn Hajiyyah adalah kebutuhan yang diperlukan oleh

manusia agar memudahkan hidup dan menghindarkan kesulitan yang

30 Wardani, “Magqashid asy-Syariah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan
Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Figh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafagat fil
Ishul al- Syariah”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), Hlm 7.

%1 1bid, HIm 8
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dihadapi. Hajiyyah dikategorikan kedalam adat, muamalah, dan

jinayat.32
c. Kemaslahatan Tahsiniyyah (Tersier)

Kemasalahatan Tahsiniyyah adalah kebutuhan manusia yang
dipertimbangkan berdasarkan adat dan upaya untuk menghindarkan hal-
hal yang dianggap tidak baik secara akal pikiran. Hajiyyah dapat
diartikan sebagai akhlak yang mulia, muamalah, dan jinayat.3?

Al- Syatibi menjelasakan ada 5 (lima) bentuk Maqashid Syariah atau
bisa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip hukum). Kelima
Magashid tersebut adalah:

a. Hifz ad-Din (Melindungi Agama)

b. Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa)

c. Hifzal- ‘agl (Melindungi Pikiran)

d. Hifz al-mal (Melindungi Harta)

e. Hifz al-nasl (Melindungi Nasab).>*
2. Peraturan Perundang-undangan

PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat
11 berbunyi “ Kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk

kartu nikah”.® Kartu nikah mempunyai fungsi sebagai bukti dan dokumen

%2 1bid, HIm 8.
% 1bid, HIm.

% Oni Sahroni dan Ir. Adiwarman A. Karim, “Magashid Bisnis dan Keungan Islam
(Sintesis fikih dan Ekonomi)”, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2019), cet-4, him 3.

35 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 11.
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pendamping, hal ini dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 5 berbunyi “Kartu nikah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan
dikumen tambahan”.%
ketika kedua pasangan telah melangsungkan pernikahan kedua pasangan
tersebut berhak mendapatkan buku nikah dan kartu nikah, hal ini dijelasakan
dalam PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21
Ayat 1 berbunyi “Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu
nikah”.3" Agar mendapatkan buku nikah dan kartu nikah pasangan suami
istri  mencatatakan perkawinannya di depan pegawai pencatatan
perkawinan, hal ini dijelasakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat
2 berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh
Pegawai Pencatatn Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. 38

Dalam KUHPerdata Pasal 1866 berbunyi “Alat pembuktian meliputi:
bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.*®

KUHPerdata membagi Akta menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta bawah

tangan. Akta otentik menurut KUHPerdata Pasal 1868 ialah suatu akta yang

% PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 5.
37 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 1.
3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 2.

39 KUHPerdata Pasal 1866.
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dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwewenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*°
Adapaun akta bawah tangan yang dijelasakan dalam KUHPerdata Pasal
1874 berbunyi “akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di
bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan
yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”.*! Kekukuatan
pembuktian akta bawah tangan dijelasakan dalam KUHPerdata Pasal 1875
berbunyi “akta bawah tangan yang diakui kebenaranya oleh orang yang
dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan

olehnya, menimbulkan bukti lengkap”.*?

F. Metode Penelitian
Dalam mengolah atau menganlisi data diperlukan beberapa metode yang
dipandang relevan dan mendukun penelitian ini. Adapun metode yang penulis

dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung terjun
kelapangan dengan menggali data dan informasi sebanyak mungkin dan
sejelas mungkin. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada

hakim Pengadilan Agama Bantul yang berjumlah 3 orang hakim mengenai

40 KUHPerdata Pasal 1868.
41 KUHPerdata Pasal 1874.

42 KUHPerdata Pasal 1875.
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legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan percerain di Pengadilan
Agama, sebelumnya peneliti meminta maaf, karena seharusnya dalam
penelitian mewancarai 3 hakim tapi berdasarkan ketentuan dari Pengadailan
Agama Bantul cuma bisa memberikan 2 hakim sebagai narasumber dalam
penelitian ini. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga
didukung dengan penelitian pustaka (library research) yang didukung oleh
buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kartu nikah.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang masalah-masalah manusia dan sosial.*® Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pemikiran
individual maupun kelompok.
3. Sumber Data
Pada penelitian ini sumber data yang penulis gunakan yaitu: sumber data
prime dan sumber data sekunder:
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian

yang sedang diteliti. Data primer dikumpulkan atau diperoleh dari

4 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi
Aksara), HIm 85.
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sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang
berupa wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bantul
b. Data Sekunder
Data sukunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari
sumber tidak langsung untuk melengkapi penelitian, data sukunder
diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, serta sumber — sumber karya

ilmiah lainya yang berkaitan dengan subyek penelitian. **

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dan yuridis.
Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunkan hukum islam.
Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan-
peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang
berlaku mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan percerain

di Pengadilan Agama.

. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research yang
didukung oleh studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara.

a. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu

permasalahan tertentu yang dilakukan dengan Tanya jawab antara dua

36.

4 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. Ke-2, HIm
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orang atau lebih. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data atau
informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek
penelitian. Pada penelitian ini penelitian akan mewawancarai hakim

Pengadilan Agama Bantul secara langsung.

b. Dokumentasi
Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah
atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.*® Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah
dokumen- dokumen pendukung seperti buku catatan, rekaman, dan
dokumen-dokumen lain yang mampu memperkuat hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti.
6. Analisis Data
Setelah data yang dibutuhkan terkumpulkan, tahap selanjutnya adalah
analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang
kemudian dianalisis menjadi informasi yang berguna, untuk memecahkan
suatu permasalahan dalam penelitian. Pada analisis data, data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya

deskriftif analisi.

4 A. Muri Yusuf Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,
cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), him 391
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G. Sistematika pembahasan

Peneliti mengunakan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah
memahami alur penelitian yang sedang diteliti agar penelitian ini bisa terarah,
sistematis dan saling berhungan satu bab dengan bab yang lain, maka penyusun
membagi penyajia skripsi ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, pada bagian ini peneliti menguraikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11 Kajian teori, karena penelitian ini membahas tentang kartu nikah,
yang dimana penelitian ini berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan
pencatatan perkawinanan, maka penyususn mendeskripsikan pencatan
perkawinan dengan beberapa bagian pembahasan, yaitu pengertian pencatatan
perkawinan dan dasar hukum pencatatn perkawinan, tujuan dan urgensi
pencatatan perkawinan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di
Indonesia dan prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dalam
bab ini juga dibahas tengtang pengertian SIMKAH, latar belakang adannya
SIMKAH, dan tujuan dan manfaat SIMKAH.

Bab 111, pada bagian ini membahas tentang profil Pengadilan Agama Bantul
dan Prosedur pengajuan perkara perceraian menggunakan kartu nikah di
Pengadilan Agama Bantul. Dalam bab ini juga akan di paparkan data-data yang
didapatkan dari lapangan melalui hasil wawancara dari narasumber dan hasil
observasi. Dalam hal ini pandang masing-masing hakim terhadap kartu nikah

sebagai syarat pengajuan percerain di Pengadailan Agama.
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Bab IV, berisikan analisis mengunakan teori Magashid Syariah dan
menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap pandangan hakim
tentang kartu nikah sebagai syarat pengajuan percerain di Pengadilan Agama.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang
jawaban dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan, sebagai berikut

1. Kartu nikah boleh dijadikan sebagai syarat pengajuan perkara percerain di
Pengadilan Agama. Adapun alasan Hakim Pengadilan Agama Bantul
memperbolehkan Kartu nikah sebagai Syarat pengajuan perkara di
Pengadailan Agama adalah karena kartu nikah diijtihadkan sebagai buku
nikah yang mana keduanya merupakan bukti autentik bahwasanya kedua
pasangan suami istri telah melakukan perkawinan dan perkawinan yang
dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara Negara
maupun Hukum Islam.

2. Magashid asy-Syariah memiliki arti tujuan adanya suatu syariat, kartu nikah
memiliki tujuan untuk mempermudah masyrakat sekaligus membuktikan
perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri.
Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akan dianggap tidak sah secara
Negara dan Agama. Tujuan adanya bukti perkawinan adalah untuk
melindungi hak yang dimiliki oleh istri dan hak yang dimiliki oleh anak.
Hal demikian sejalan dengan tujuan utama dari syariat islam yaitu Hifz al-
nasl (Melindungi Nasab) dan Hifz al-mal (Melindungi Harta), dengan
adanya Hifz al-nasl (Melindungi Nasab) dan Hifz al-mal (Melindungi
Harta) dapat melindungi hak yang dimiliki oleh istri dan hak yang dimiliki

oleh anak.
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B. Saran
1. Diharapkan bagi Pengadilan Agama untuk menerima kartu nikah digital

sebagai syarat pengajuan perkara percerain. Mengingat kartu nikah salah
satu dokumen autentik adanya suatu perkawinan.

2. Diharapkan kepada pihak yang berwewenang untuk membuat aturan yang
berkaitan dengan kartu nikah demi menyelaraskan aturan-aturan yang
berkaitan dengan kartu nikah agar tidak menimbulkan kebingunan diantara
masyrakat.

3. Diharapkan masyrakat untuk mencatatkan perkawinan mengingat betapa
pentingnya tujuan pencatatan perkawinan untuk menjamim perkawinan
yang dilakukan dan menpunyai kekuatan hukum.

4. Untuk peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan penelitian ini,
karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan mengenai kartu nikah
dan diharapkan penelitian yang akan datang meneliti lebih luas bukan hanya

di Pengadilan Agama yang cangkupanya lebih besar lagi.
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